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MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41/M-DAG/PER/6/2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 46/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN EKSPOR

Menimbang

Mengingat

HEWAN DAN PRODUK HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa untuk lebih mendukung pengembangan dan
ketersediaan hewan dan produk hewan, perlu melakukan
beberapa perubahan terhadap ketentuan Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013
tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan
Produk Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
17/M-DAG/PER/3/2014;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perdagangan tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013
tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk
Hewan;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina
Hewan, lkan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan
Agreement Establishing The World Trade Organization
(Persetujuan  Pembentukan  Organisasi Perdagangan
Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3564);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan

* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3806);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Menteri Perdagangan R.L.
Nomor 41/M-DAG/PER/6/2015

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran

 Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5619);

‘Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang
Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4002);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4254);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang
Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang
Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5260);
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Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5356);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perdagangan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara
Pengawasan Barang dan/atau Jasa;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
54/M-DAG/PER/9/2009 tentang Ketentuan Umum di
Bidang Impor;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
57/M-DAG/PER/8/2012;

Peraturan Kepala Badan Pengawasa Obat dan Makanan
Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 tentang
Pengawasan Kemasan Pangan;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
31/M-DAG/PER/10/2011 tentang Barang Dalam Keadaan
Terbungkus;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka
Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
84 /M-DAG/PER/12/2012;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan
Ekspor Hewan dan Produk Hewan sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/3/2014;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu
Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
46/M-DAG/PER/8/2013 TENTANG KETENTUAN IMPOR DAN
EKSPOR HEWAN DAN PRODUK HEWAN.
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Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdaga}ngan
Nomor 46/M-DAG/PER/8/2013 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 17 /M-DAG/PER/3/2014 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1

1. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau
sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air,
dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di
habitatnya.

2. Bibit hewan, yang selanjutnya disebut Bibit adalah
hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan
serta memenuhi persyaratan tertentu untuk
dikembangbiakkan.

3. Benih hewan, yang selanjutnya disebut Benih adalah
bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen,
sperma, oval, telur tertunas dan embrio.

4. Bakalan ternak ruminansia pedaging, yang selanjutnya
disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging
dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu
hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot

. badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.

. 5. Indukan hewan, yang selanjutnya disebut Indukan
adalah hewan betina bukan bibit yang memiliki organ
reproduksi normal dan sehat digunakan untuk
pengembangbiakan.

6. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari
hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau
diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika,
pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan
kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

7. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari
hewan kepada manusia atau sebaliknya.

8. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari
daerah pabean.

9. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam
daerah pabean.

- 10. Importir Terdaftar Hewan dan Produk Hewan, yang
selanjutnya disebut IT-Hewan dan Produk Hewan,
adalah perusahaan yang melakukan impor Hewan dan
Produk Hewan untuk keperluan kegiatan usaha dengan
memperdagangkan atau memindahtangankan kepada
pihak lain.

11.Label adalah setiap keterangan mengenai Produk
Hewan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi
keduanya, atau bentuk lain yang memuat informasi
tentang produk dan keterangan pelaku usaha serta
informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang disertakan
pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada,
atau merupakan bagian kemasan.
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12.Logo Tara Pangan adalah penandaan yang
menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan aman
digunakan untuk pangan.

13.Kode Daur Ulang adalah penandaan yang
menunjukkan bahwa suatu kemasan pangan dapat
didaur ulang.

14. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk
mewadahi dan atau membungkus Produk Hewan, baik
yang bersentuhan langsung maupun tidak.

15. Persetujuan Impor adalah izin impor Hewan dan/atau
Produk Hewan.

16. Persetujuan Ekspor adalah izin ekspor Hewan
dan/atau Produk Hewan.

17. Rekomendasi adalah surat keterangan yang diterbitkan
oleh pejabat instansi/unit teknis terkait yang
berwenang dan merupakan persyaratan diterbitkannya
persetujuan impor dan persetujuan ekspor.

18. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disingkat
BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian
besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara
yang dipisahkan.

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perdagangan.

20.Direktur  Jenderal adalah  Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

21.Unit Pelayanan Perdagangan, yang selanjutnya
disingkat UPP adalah unit yang menyelenggarakan
pelayanan perizinan di sektor perdagangan.

22.Koordinator dan Pelaksana UPP adalah Pejabat
yang ditunjuk oleh Sekretaris Jenderal Kementerian
Perdagangan untuk mengoordinasikan dan

melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan
kepada UPP.

Di antara Pasal 12A dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 12B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12B

Dalam hal Hewan yang diimpor berupa sapi Indukan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ Peraturan
Menteri ini, permohonan Persetujuan Impor dapat diajukan
sewaktu-waktu.

Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18

(1) Dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan
stabilitas harga, Pemerintah dapat menugaskan
BUMN untuk melakukan impor Hewan dan Produk
Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Menteri ini.
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(2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara
berdasarkan usulan dari Menteri.

4. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 2 (dua) pasal,
yakni Pasal 18A dan Pasal 18B yang berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18A

(1) Impor Hewan dan Produk Hewan oleh BUMN
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus
mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.

(2) Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan
Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) kepada Koordinator dan Pelaksana UPP.

Pasal 18B

Impor Hewan dan Produk Hewan oleh BUMN sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 tetap memerlukan rekomendasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b
dan dikecualikan dari ketentuan mendapatkan penetapan
sebagai IT-Hewan dan Produk Hewan.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

RACHMAT GOBEL

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal







